


KATA  PENGANTAR


Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Madiun agar lebih terarah serta berhasil guna dan berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Madiun khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun telah menetapkan Visi, Misi, dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2014-2019. Strategi dalam penyelenggaraan tugas-tugas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak agar dapat tercapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Madiun pada khususnya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini. 
Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan ini pasti ada kekurang sempurnaan baik dari sisi substansi/materinya maupun dari sisi bahasa. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan Renstra Perubahan ini.
Akhirnya kami berharap agar Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan ini dapat dipergunakan sebagai acuan oleh semua pihak khususnya para stakeholders Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sehari - hari untuk jangka waktu lima tahun mendatang.
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BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang 
Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas : 
1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)
Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
	a. persiapan penyusunan Renstra SKPD;

	b. penyusunan rancangan Renstra SKPD;

	c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan

	d. penetapan Renstra SKPD.



Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain : (1) kemana pelayanan PERANGKAT DAERAH akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, (2) bagaimana mencapainya dan, (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
Hubungan antara Renstra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1
Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran
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Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun telah menyusun Renstra Tahun 2014-2019 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Nomor : 050/1637/401.109/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014-2019.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pada struktur dan tata kelola serta layanan pemerintahan daerah. Terjadi perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Ada lingkup kewenangan pada bidang urusan yang semula dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditarik kembali menjadi kewenangan pada bidang urusan provinsi dan pusat, ataupun sebaliknya.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya. Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun. Penetapan Perda tersebut yang sekaligus mencabut Perda Nomor 4 tahun 2008 membawa konsekuensi berupa perubahan besar pada susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Madiun, termasuk dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun,diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016  tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016, tentang kedudukan dan susunan organisasi,rincian tugas dan fungsi seta tata kerja Dinas Pekerjaan umum Kota Madiun.
Dengan perubahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014-2019 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen resmi dengan penetapan oleh kepala perangkat daerah, menjadi Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2014-2019. 
2. 
2.1. 
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua diatas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5.	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
6.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
8.	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pmerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
9.	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2014-2019;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor  Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Kota Madiun nomor 40 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Madiun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14.  Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014-2019 mengalami perubahan disebabkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga menjadi Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2014-2019 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun.
Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2014 – 2019 ditetapkan dengan maksud : 
a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah
b. Menjadi acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah
c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparansi guna memberikan pelayanan prima
Adapun tujuan penyusunan perubahan Renstra ini adalah :
a. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan
b. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja
c. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku
d. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan
e. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan
f.   Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA

1.4. Sistematika
Perubahan Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2014-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I	Pendahuluan
	Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
Bab II	Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Bab III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
	Bab ini berisi visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
	Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Bab VI	Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
	Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun
Bab VII 	Penutup
	Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

























[bookmark: _GoBack]BAB II
GAMBARAN PELAYANAN 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA MADIUN 



2.1	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
 Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun dan Tata Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun  Nomor 03 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah  serta Peraturan walikota Madiun nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas pekerjaan umum dan tata ruang merupakan unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara tehnis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Susunan Organisasi
(1)	Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan     :	Kepala Dinas ;
b. Unsur Pembantu    :	Sekretariat ;
c. Unsur Pelaksana    : 
1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase ;
2. Bidang Cipta Karya ;
3. Bidang Bina Marga ; dan
4. Bidang Tata Kota ;
d. UPTD Gedung Olah Raga (GOR), Stadion Wilis dan Wisma Haji ; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)  Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3)   Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4)   Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(5)  Masing-masing UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(6)   Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(7)   Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
· Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a.  penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b.  penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang ;
c.  pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang ; dan
d.  pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.



	Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi  pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.
· Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
b. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ;
c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi  keuangan di lingkungan Dinas ; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(1) Sekretariat terdiri dari  :
a.	Sub Bagian Umum dan Keuangan ; dan
b.	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
 (2)	Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang  berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.	
Sekretariat terdiri dari :	
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan 
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ; dan
i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas;
d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

1. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase serta Pengelolaan Air Limbah dan Pengendalian Banjir.
· Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase ; 
b. pelaksanaan penanggulangan air kotor dan banjir kota ;
c. pelaksanaan pembangunan pengaman pada wilayah sungai sesuai kewenangan kota ;
d. pelaksanaan pemantauan penyediaan Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir pada Sistem Pengelolaan persampahan dalam daerah ; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase terdiri dari :
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. menyediakan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ;
b. menyediakan bangunan  pengaman  pada wilayah sungai sesuai kewenangan Daerah ;
c. mengelola kawasan lindung Sumber Daya Air pada wilayah Dearah sesuai dengan kewenangan Daerah ;
d. memberikan rekomendasi teknis untuk izin penyediaan peruntukan dan pengusahaan sumber daya air dalam satu Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
e. memberdayakan pemangku kepentingan Sumber Daya Air dalam wilayah Daerah sesuai pedoman yang ada ;
f. mengkoordinasikan penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangannya ;
g. memberikan rekomendasi ijin pembangunan, pemanfaatan, pengusahaan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam  daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah ;
h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
i. memberikan rekomendasi teknis pemanfaatan pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan saluran drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
j. menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pembersihan peningkatan sistem drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
k. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan/peremajaan dan pemeliharaan sistem drainase/saluran pematusan ;
l. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemantauan, pengendalian, sistem drainase/saluran pematusan ;
m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
n. mengkoordinasikan Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
o. menyediakan informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang menjadi kewenangan Daerah kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
p. memverifikasi rekomendasi teknis untuk bahan  penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tehnis pemenuhan kebutuhan air baku untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Daerah ;
s. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan bantuan teknis kepada kecamatan serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
t. menyiapkan bahan perumusan rencana indentitas pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
u. memonitor dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
v. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase.
2. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Pengendalian Banjir  
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Pengendalian Banjir ;
b. menyiapkan bahan fasilitasi pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah dalam Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
c. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi sarana dan prasarana drainase sesuai peraturan perundang-undangan ;
d. melakukan pengawasan dan penanggulangan banjir di Daerah ;
e. melakukan pemeliharaan, perawatan pompa air banjir, pintu-pintu air dan penjagaan rutin serta mencatat pasang surut air ;
f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan rencana pemeliharaan alat berat Bidang penyelenggaraan Sumber Daya Air untuk pelaksanaan tugas serta mengelola administrasinya ; dan
g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase.


 	  2. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan verifikasi Jasa Konstruksi, Gedung dan Bangunan serta Penataan Bangunan dan Lingkungan. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Cipta Karya ;
b. penyelenggaraan pembangunan gedung Pemerintah Daerah ;
c. pemantauan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi ; 
d. melakukan penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Cipta Karya terdiri dari :
1. Seksi Verifikasi dan Jasa Konstruksi 
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di wilayah Daerah ;
b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan mengenai jasa konstruksi ;
c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan terhadap masyarakat bidang jasa konstruksi ;
d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib administrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi ;
e. melaksanakan pemutakhiran data Badan Usaha Jasa Konstruksi;
f.    menerbitkan kartu penanggung jawab teknis Badan Usaha Jasa Konstruksi ; dan
g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.
2. Seksi Gedung dan Bangunan 
	Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Gedung dan Bangunan ;
b. melakukan penyiapan bahan perencanaan penataan bangunan dan ketentuan teknis perencanaan bangunan, gedung daerah serta bantuan teknis bangunan umum sesuai dengan kewenangannya ;
c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan ;
d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan penyiapan rekomendasi pengesahan perencanaan gedung dan bangunan ;
e. melaksanakan kegiatan pembangunan gedung dan bangunan Pemerintah Daerah  ;
f. melakukan inventarisasi dan evaluasi penyelenggaraan gedung dan bangunan ;
g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penafsiran, penilaian dan pertimbangan teknis bangunan gedung Daerah ;
h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka survey pendataan harga satuan upah dan bahan bangunan ; dan
i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.
3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan 
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan ;
b. melakukan penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
c. mengelola data dan informasi penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
d. menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
e. menyusun laporan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
f. menyusun bahan pengawasan pengendalian dan pelaporan penataan bangunan dan lingkungan ; dan
g. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

3. Bidang Bina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Bina Marga;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangannya  ;
c. pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan ;
d. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ; dan
e. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Bidang Bina Marga terdiri dari :
1.  Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mempunyai fungsi :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
b. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data untuk bahan penetapan leger jalan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ;
c. melakukan penyusunan, pemutakhiran program pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya terdiri dari saluran dan trotoar yang berada di ruang milik jalan ;
d. melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan jalan dan jembatan ;
e. melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan perlengkapannya terdiri dari saluran dan trotoar yang berada di ruang milik jalan ;
f. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan perlengkapannya sesuai dengan kewenangannya ;
g. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan ; dan
h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
2.  Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana mempunyai fungsi :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemeliharaan Alat Berat, Jalan dan Jembatan ;
b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat berat bidang bina marga untuk pelaksanaan tugas pekerjaan umum ;
c. melakukan penyusunan kebutuhan bidang perbengkelan dalam rangka pemeliharaan alat berat bidang bina marga serta mengelola administrasinya ;
d. melakukan pengaturan pemakaian alat berat serta memberikan pertimbangan atas penggunaan tanah yang berada di ruang milik jalan ;
e. melakukan pelaporan secara berkala kondisi jalan, jembatan, alat berat serta perbekalan sesuai dengan perkembangannya ; dan
f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

 	  4. Bidang Tata Kota
Bidang Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pengawasan Tata Ruang dan Penataan Ruang.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Tata Kota ;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemanfaatan ruang dan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya ;
c. pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan tata ruang ;
d. penyusunan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang ; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Tata Kota terdiri dari :
1. Seksi Pengawasan Tata Ruang 
Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Tata Ruang ;
b. melaksanakan pendataan, survey dan pemetaan kawasan rencana umum tata ruang Daerah ;
c. melaksanakan evaluasi terhadap penataan Daerah dan rencana pengembangan kawasan Daerah ;
d. menghimpun hasil kerja bidang penataan ruang ;
e. menyusun hasil evaluasi dalam bentuk data dan laporan untuk dijadikan acuan dalam perumusan dan revisi tata ruang ;
f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pendataan terhadap pemanfaatan ruang ; dan
g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.
2. Seksi Penataan Ruang 
Untuk melaksanakan tugas Seksi Penataan Ruang mempunyai fungsi:
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penataan Ruang ;
b. merencanakan, pengorganisasian, pelaksanaan,      pengendalian dan pengevaluasian penyusunan bahan penyelenggaraan, pemberian fasilitas, pembinaan dibidang perencanaan penataan ruang;
c. melaksanakan penyusunan rencana detail dan rinci tata ruang Daerah ;
d. menyusun bahan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detaiil tata ruang;
e. menyiapkan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
f. melaksanakan perencanaan pengembangan kawasan untuk pembangunan fisik Daerah ;
g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan perijinan pemanfaatan ruang dan Surat Keterangan Rencana Kota ; dan
h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Kota.

UPTD Pengelola GOR, Stadion Wilis dan Wisma Haji
Susunan Organisasi UPTD Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji terdiri dari :
a.	Unsur Pimpinan	:  Kepala UPTD ;
b.	Unsur Pembantu	:  Sub Bagian Tata Usaha.
UPTD Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji mempunyai tugas :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada UPTD Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji ;
b. melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan dan pemanfaatan bangunan sarana prasarana dan fasilitas lainnya yang berada di dalam Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji ;
c. melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana di dalam Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji ; 
d. melakukan pemrosesan perizinan penggunaan Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
e. melakukan koordinasi serta upaya kebersihan dan ketertiban di dalam Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji ; 
f. melakukan penyusunan pelaporan terhadap semua kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji ; 
g. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji ;
h. melakukan pemungutan dan menyetorkan retribusi penggunaan Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana mempunyai tugas :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha ;
b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTD ; 
c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
d. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat ;
e. melakukan urusan keamanan kantor ;
f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
g. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTD Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji ;
h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;
i. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTD Gedung Olah Raga, Stadion Wilis dan Wisma Haji.

2.2  (
KASUBAG. KEUANGAN
) (
KASI. PEMELHR. ALAT BERAT JALAN DAN JEMBATAN
)SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan  Umum dan Tata Ruang  Kota Madiun dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Sumber Daya Manusia
	Jumlah Pegawai
	Kepangkatan
	Tingkat Pendidikan
	Struktural/Eselon
	Fungsional
	Staf

	77
	Gol I    = 2
Gol II   = 38
Gol III  = 35
Gol IV  = 2
	SD   = 3
SMP = 4
SMA = 35
D3   = 5
D4/S1 = 26
S2   = 4
	II  = -
III = 5
IV  = 13
V   = -
	-
	59

	77
	77
	77
	18
	-
	59



Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa secara keseluruhan Staf di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 111 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil sebanyak 77 orang dan tenaga kontrak sebanyak 34 orang. Untuk melihat kapasitas secara formal maka sumber daya manusia tersebut akan dirinci dalam beberapa kelompok. Dilihat dari jenjang pendidikan formal, Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah tamatan SD sampai Pasca Sarjana (S2). Jumlah terbesar adalah lulusan SMA/SMK sebanyak 35 orang, Strata-1 (S1) sebanyak 26 orang, Pasca Sarjana (S2) 4 Orang, Ahlimadya (D3) sebanyak  5 orang, SMP sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak 3 Orang.









Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kota Madiun Tahun 2014-2019
	SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MADIUN DAN TATA RUANG

	TAHUN 2017

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO.
	 
	PANGKAT/GOL.RUANG
	JABATAN
	LATIHAN JABATAN/DIKLAT
	PENDIDIKAN TAHUN
	TTL

	
	NAMA & NIP
	
	
	
	NAMA
	LULUS
	TINGKAT
	( USIA )

	
	 
	
	
	
	 
	THN
	IJAZAH
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Ir. SUWARNO, M.Si
	Pembina Tk. I
	Plt. Kepala Dinas
	-
	ADUM
	
	
	
	

	 
	NIP. 19651016 198603 1 010
	IV/b
	 
	-
	ADUMLA
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	-
	Diklat PIM Tk. III
	 
	 
	 
	

	2
	Ir. SUWARNO, M.Si
	Pembina Tk. I
	Sekretaris
	-
	ADUM
	
	
	
	

	 
	NIP. 19651016 198603 1 010
	IV/b
	 
	-
	Diklat PIM Tk. III
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	-
	Bintek Penyusunan SPM
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	-
	Bintek sosialisasi penyelenggaraan pembinaan konstruksi
	 
	 
	 
	

	3
	Dra. SITI ROMELAH
	Penata Tk. I
	Kasubag Perenc. &
	-
	ADUM
	S1 Ilmu Sosial
	1986
	S 1
	Banyuwangi

	 
	NIP. 19600525 199202 2 002
	III/d
	Kepegawaian
	-
	ADUMLA
	 
	 
	 
	25-05-1960

	 
	 
	 
	
	-
	Latsarmil
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	-
	Diklat Penyusunan Rencana Pencapaian SPM
	 
	 
	 
	

	4
	Drs. G I N O
	Penata Tk. I
	Kasubag. Umum

	-
	ADUM
	S1 Ekonomi
	1989
	S 1
	Madiun

	 
	NIP. 19601119 198403 1 001
	III/d
	Dan Keuangan 
	 
	 
	Manajemen
	 
	 
	19-11-1960

	5
	S A M S I
	Pengatur Tk.I
	Staf Sekretariat
	-
	S M P
	2006
	S M P
	Magetan

	 
	NIP. 19630323 198602 1 010
	II/d
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23-03-1963

	6
	H A R I Y O N O
	Pengatur Tk. I
	Staf Sekretariat
	-
	Otomotif
	1984
	S T M 
	Surabaya

	 
	NIP. 19640812 198603 1 025
	II/d
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12-08-1964

	7
	SENO BAYUMURTI
	Pengatur
	Staf Sekretariat
	Bintek Administrator SIPJAKI
	Bangunan
	1996
	STM
	Madiun

	 
	NIP. 19780626 200501 1 007
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26-06-1978

	8
	PUGUH HARIANTO
	Pengatur
	Staf Sekretariat
	-
	IPS
	1984
	S M A
	Ponorogo

	 
	NIP. 19640809 200212 1 001
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	09-08-1964

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 Tahun

	9
	SANIK ASWATI
	Pengatur 
	Staf Sekretariat
	-
	Tata Niaga
	1983
	SMEA
	Sidoarjo

	 
	NIP. 19620212 200604 2 003
	Muda Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12-02-1962

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 Tahun

	10
	ENDAH TRI ERLINASARI
	Pengatur 
	Staf Sekretariat
	
	               -
	Ilmu Sosial
	1994
	S M A 
	Madiun

	 
	NIP. 19751223 200801 2 010
	Muda  Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23-12-1975

	 
	 
	II/b

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 Tahun

	11
	DYAH RETNO HERTANTI
	Pengatur 
	Staf Sekretariat
	-
	Ilmu Sosial
	1994
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19750328 200801 2 007
	Muda  Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28-03-1975

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 Tahun

	12
	S U D A R T O
	Pengatur Muda
	Staf Sekretariat
	-
	S M P
	1983
	S M P
	Madiun

	 
	NIP. 19631218 200212 1 001
	II/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18-12-1963

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 Tahun


	13
	HENNY ROESILAWATI
	Pengatur Muda
	Staf Sekretariat
	 Sosialisasi UU No.43 th.2009 tentang Kearsipan
	I P S
	1996
	S M A
	Kediri

	 
	NIP. 19780223 201001 2 001
	II/a
	 
	
	 
	 
	 
	23-02-1978

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 Tahun

	14
	DWI TRISNAWATI, A.Md
	Penata Muda
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	S1 Teknik Listrik
	2004
	D III
	Madiun

	 
	NIP. 19811120 200501 2 018
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20-11-1981

	15
	HADIAH DWI ASTUTIK
	Pengatur Muda
	Staf Sekretariat
	-
	Bintek. Analisa Jabatan dan ABK
	I P S
	1998
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19800909 200501 2 014
	II/a
	 
	-
	Bintek Penyusunan SPM
	 
	 
	 
	09-09-1980

	16
	E F F E N D I, ST, MM
	Penata Tk. I
	Kepala Bidang
	-
	ADUM
	Magister Managemen
	2006
	S 2
	Jombang

	 
	NIP. 19600229 199003 1 004
	III / d
	Cipta Karya
	-
	Diklat PIM Tk. III
	S1 Teknik Sipil
	 
	 
	29-02-1960

	 
	 
	 
	 
	-
	Latsarmil
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	-
	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
	 
	 
	 
	

	17
	DWI SETYO NUGROHO, ST
	Penata  
	Kasi Pengawasan
	-


	S1 Teknik Sipil
	2001
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19770610 200501 1 005
	III/c
	Tata Ruang
	 
	Diklat PIM Tk. IV
	 
	 
	 
	10-06-1977

	 
	 
	 
	 
	 
	Diklat Penyusunan Rencana Pencapaian SPM
	 
	 
	 
	36 Tahun

	18
	SOFYAN JAYA WARDANA, ST
	Penata  
	Kasi. Penataan Ruang
	-
	
	
	
	
	MATARAM

	 
	NIP. 19850916 200901 1 004
	III/c
	 
	-
	
	
	
	
	16-09-1985

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	36 Tahun

	19
	AGUS SUHARYANTO
	Pengatur
	Staf Bid. Tata Kota
	-
	S M A
	1985
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19660414 200212 1 002
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14-04-1966

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 Tahun



	20
	S U J O N O
	Pengatur
	Staf Bid. Tata Kota
	-
	Mesin
	1986
	S T M 
	Magetan

	 
	NIP. 19660303 200212 1 004
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	03-03-1966

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 Tahun

	21
	EDY SARTONO
	Pengatur 
	Staf Bid. Tata Kota
	-
	Mesin Tenaga
	1989
	S T M
	Madiun

	 
	NIP. 19690604 200604 1 003
	Muda Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	04-06-1969

	22
	UMMI IYYAYA, A.Md
	Pengatur
	Staf Bid. Tata Kota
	-
	D-3 Teknik Sipil 
	1999
	D-3
	Kediri

	 
	NIP. 19760604 201101 2 004
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	04-06-1976

	23
	S A I M U N
	Pengatur
	Staf Bid. Tata Kota
	-
	I P S
	2004
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19660323 198611 1 002
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23-03-1966

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 Tahun

	24
	DODO WIKANUYOSO, ST, MM
	Penata Tk. I
	Kepala Bidang
	-
	S-2 Magister
	2006
	S-2
	Madiun

	 
	NIP. 19740318 199803 1 004
	III/d
	Pengelolaan SDA dan Drainase
	 
	 
	Management
	 
	 
	18-03-1974

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	S1 Teknik Sipil
	1996
	 
	39 Tahun

	25
	S U YANTO
	Penata Tk. I
	Kasi Pengelolaan air limbah dan pengendalian banjir
	-
	A D U M 
	
	
	
	Madiun

	 
	NIP. 19710516 199302 1 002
	III/d
	
	 
	 
	 
	 
	 
	16-05-1971

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 Tahun

	26
	MAS KAHONO PEKIK.HP, ST
	Penata  
	Kasi Pengelolaan SDA dan drainase.
	-
	Diklat PIM Tk. IV
	S1 Teknik Sipil
	2003
	S1
	Jakarta

	 
	NIP. 19791028 200604 1 009
	III/c
	
	-
	Diklat Penyusunan Rencana Pencapaian SPM
	 
	 
	 
	28-10-1979

	 
	 
	 
	 
	-
	Bintek Tata Cara Penyusu. Dok. Lelang serta pelaks. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa


	 
	 
	 
	35 Tahun

	27
	BUDI AGUNG WICAKSONO, ST
	Penata Tk. I
	Kepala Bidang
	-
	
	
	
	Madiun

	 
	NIP. 19740629 200312 1 003
	III/d
	Cipta Karya
	 
	 
	
	
	
	29-06-1974

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	28
	NURZAINI MUCHSIN
	Penata  
	Kasi. Penataan Bangunan dan Lingkungan
	
	
	
	
	

	 
	NIP. 19680413 199302 1 001
	III/c
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	RENY AGUSTINA PALUPI, ST
	Penata Muda Tk. I
	Staf Bid. Cipta Karya 
	-
	
	
	
	Madiun

	 
	NIP. 19760823 201001 2 008
	III/b
	
	 
	 
	
	
	
	23-08-1976

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	41 Tahun

	30
	YANO FORCE BERBARA, ST
	Penata Tk. I
	Staf Bidang
	-
	
	
	
	Madiun

	 
	NIP. 19750913 201001 1 001
	III/d
	Cipta Karya
	 
	 
	
	
	
	13-09-1975

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	42 Tahun

	31
	DANANG MAKMUN. A, ST
	Penata  
	Kasi. Gedung
	-
	S1 Teknik Elektro
	1997
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19730424 200501 1 005
	III/c
	dan Bangunan
	 
	 
	 
	 
	 
	24-04-1973

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 Tahun

	32
	HESTI SETYORINI, ST
	Penata Muda Tk. I
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	S1 Arsitek
	2008
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19861226 200901 2 005
	III/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26-12-1986

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 Tahun

	33
	K A S I O N O
	Penata Muda Tk. I
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	Perkantoran
	1992
	S M EA
	Madiun

	 
	NIP. 19611022 198503 1 008
	III/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22-10-1961

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 Tahun

	34
	DEDDYK SOEHARTANTO, ST
	Penata Muda Tk. I
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	S1 Teknik Sipil
	2002
	S1
	Magetan

	 
	NIP. 19760627 201001 1 005
	III/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27-06-1976

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 Tahun

	35
	RISKI SEPTIYANTO, ST
	Penata Muda
	Staf Bid. Cipta Karya
	
	 
	S1 Teknik Pengairan
	2005
	S1
	Surakarta

	 
	NIP. 19780902 201101 1 002
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	02-09-1978

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 Tahun

	36
	SRI TEGUH SUMARYANTO, ST
	Penata Muda
	Staf Bid. Cipta Karya
	
	- 
	S1 Teknik Sipil
	2007
	S1
	Blora

	 
	NIP. 19760323 201101 1 003
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23-03-1976

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 Tahun

	37
	INALATHUL FARIDAH, ST
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	S1 Teknik Pengairan
	2007
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19831210 201101 2 002
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10-12-1983

30 Tahun

	38
	WIWIN WULANDARI, A.Md
	Penata Muda
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	S1 Teknik Sipil
	1997
	S1
	Pasuruan

	 
	NIP. 19760126 200501 2 009
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26-01-1976

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	DIDIK DHARMONO, A.Md
	Pengatur Tk. I
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	D III Teknik Mesin
	2004
	D III
	Klaten

	 
	NIP. 19810918 200901 1 005
	II/d
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18-09-1981

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 Tahun

	40
	U N T U N G
	Pengatur
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	K P A
	1991
	K P A
	Magetan

	 
	NIP. 19620903 198611 1 002
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	03-09-1962

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 Tahun

	41
	TJATUR WIDODO
	Pengatur
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	IPS
	1986
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19640112 200212 1 004
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12-01-1964

	42
	D J U M A D I
	Pengatur
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	Mesin
	1987
	S T M
	Madiun

	 
	NIP. 19680504 200212 1 005
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	04-05-1968

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 Tahun

	43
	W A R I M I N
	Pengatur 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	Mesin
	1984
	STM 
	Madiun

	 
	NIP. 19630711 200604 1 012
	Muda Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11-07-1963

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 Tahun

	44
	WAHYU HERIYANTO
	Pengatur 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	Mesin
	1982
	S T M
	Yogyakarta

	 
	NIP. 19620327 200604 1 003
	Muda Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27-03-1962

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 Tahun

	45
	EMI SETYANINGSIH
	Pengatur 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	Ilmu Biologi
	1996
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19771120 200801 2 010
	Muda  Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20-11-1977

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 Tahun

	46
	ENDRA MAYA SUKATNO PUTRA
	Pengatur 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	Mesin
	1997
	S M K
	Madiun

	 
	NIP. 19781004 200801 1 010
	Muda  Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	04-10-1978

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 Tahun

	47
	S O E W A R T O
	Pengatur 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	Listrik
	1986
	S T M
	Madiun

	 
	NIP. 19661107 200604 1 007
	Muda Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	07-11-1966

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 Tahun

	48
	P A M U J I
	Pengatur 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	Listrik
	1995
	S T M 
	Magetan

	 
	NIP. 19740707 200701 1 012
	Muda Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	07-07-1974

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 Tahun

	49
	S U B R O T O
	Pengatur 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	 I P S
	2003
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19601219 199103 1 005
	Muda  Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19-12-1960

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52 Tahun

	50
	SAKRI WIBISONO
	Pengatur 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	I P A
	1986
	SMA 
	Magetan

	 
	NIP. 19670110 200801 1 005
	Muda  Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10-01-1967

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 Tahun

	51
	S A M S U D I N
	Pengatur 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	Otomotif
	1999
	S M K
	Magetan

	 
	NIP. 19810504 200801 1 014
	Muda  Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	04-05-1981

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32 Tahun

	52
	N J O N O
	Pengatur Muda
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	S D
	1972
	S D
	Madiun

	 
	NIP. 19590312 198602 1 005
	II/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12-03-1959

	53
	S U R A T M A N
	Pengatur Muda
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	S M P
	1986
	S M P
	Madiun

	 
	NIP. 19671214 200312 1 005
	II/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14-12-1967

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 Tahun

	54
	T U K I D J A N
	Juru 
	Staf Bid. Cipta Karya
	-
	S M P
	1985
	S M P
	Ponorogo

	 
	NIP. 19621230 200212 1 002
	I/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30-12-1962

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 Tahun

	55
	JARIYANTO, S.Sos
	Penata Tk. I 
	Kasi 
	-
	ADUM
	Magister Sains
	2009
	S 2
	Madiun

	 
	NIP. 19730329 199403 1 003
	III/d
	Tata Ruang
	-
	Diklat PIM Tk. III
	S1 Kesejahteraan 
	2001
	S 1
	29-03-1973

	 
	
	 
	 
	-
	Diklat klasifikasi penggolongan kelas hotel Prop. Jawa Timur
	sosial
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	-
	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa
	 
	 
	 
	40 Tahun

	56
	THARIQ MEGAH, ST
	Penata  
	Kasi Pemelhr.
	-
	Diklat Penyusunan Rencana Pencapaian SPM
	S1 Teknik Mesin
	2004
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19771210 200604 1 009
	III/c
	Alt Berat, Jln & Jembtn
	-
	Bintek Analisa Harga Satuan dan spesifikasi Pekerjaan
	 
	 
	 
	10-12-1977

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 Tahun

	57
	SULISTYA PAMBUDI UTOMO, ST
	Penata  
	Kasi Pembangunan
	-
	S1 Teknik Sipil
	2000
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19740711 200604 1 004
	III/c
	Jalan dan Jembatan
	 
	 
	 
	 
	 
	11-06-1974

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 Tahun

	58
	SA'BANI HADI
	Penata Muda 
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Tata Usaha
	1984
	SMEA
	Sukoharjo

	 
	NIP. 19651220 199502 1 001
	Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20-12-1965

	 
	 
	III/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 Tahun

	59
	P U D J I O N O, S.Sos
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	S1 Ilmu Kesejahteraan
	2005
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19660803 199602 1 001
	III/a
	 
	 
	 
	Sosial
	 
	 
	03-08-1966

	60
	EDY SUPRIYONO
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Mesin
	1987
	S T M
	Madiun

	 
	NIP. 19670903 199803 1 007
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	03-09-1967

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 Tahun

	61
	S  E  M  I
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Perkantoran
	1992
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19590310 198601 1 002
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10-03-1959

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53 Tahun

	62
	AGUS TRI SUKAMTO, ST
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	S1 Teknik Mesin
	2004
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19790105 201101 1 003
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	05-01-1979

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 Tahun


	63
	AMARI WIDHIATMOKO, ST
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	S1 Teknik Mesin
	2004
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19801118 201101 1 003
	III/a
	 
	
	 
	 
	 
	18-11-1980

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 Tahun

	64
	ANDRIYONO EKO SAPUTRO, ST
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Diklat pengawasan Pekerjaan jalan dan jembatan
	S1 Teknik Sipil
	2007
	S1
	Madiun

	 
	NIP. 19760523 201101 1 002
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23-05-1976

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 Tahun

	65
	GUNTUR YAN PUTRANTO, A.Md
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	Bintek Perencanaan Preservasi Jembatan
	D III Teknik Sipil
	1997
	D III
	Malang

	 
	NIP. 19760112 200604 1 005
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12-01-1976

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 Tahun

	66
	FAISAL SAHRONI, A.Md
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Bintek Tata Cara Penyusun. Dok. Lelang serta pelaks. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
	D III Teknik Sipil 
	1999
	D III
	Jember

	 
	NIP. 19760902 200604 1 009
	III/a
	 
	 
	 
	Keairan
	 
	 
	02-09-1976

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	EDY PRASTIYA, A.Md
	Penata Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	 
	-
	D III Teknik Mesin
	2005
	D III
	Madiun

	 
	NIP. 19850719 200604 1 002
	III/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19-07-1985

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 Tahun

	68
	BUDI HARTO
	Pengatur
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	I P A
	1983
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19630330 200212 1 003
	II/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30-03-1963

	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	50 Tahun

	69
	S U M A R N O
	Pengatur 
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Mesin
	1998
	S M K 
	Magetan

	 
	NIP. 19790910 200501 2 008
	Muda Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10-09-1979

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 Tahun

	70
	S U Y A D I
	Pengatur 
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Biologi
	1988
	S M A 
	Madiun

	 
	19681006 200604 1 014
	Muda Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	06-10-1968

	71
	S A M I D I N
	Pengatur 
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Mesin
	1987
	S T M 
	Magetan

	 
	NIP. 19671013 200604 1 009
	Muda Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13-10-1967

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47 Tahun

	72
	JLITENG PURMIANTO
	Pengatur 
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Teknik Mesin
	2002
	S M K
	Madiun

	 
	NIP. 19831223 200801 1 005
	Muda  Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23-12-1983

	 
	 
	II/b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 Tahun

	73
	ARIES DANDAR SETIAWAN
	Pengatur 
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	Ilmu Fisika
	1995
	S M A
	Madiun

	 
	NIP. 19770424 200801 1 011
	Muda  Tk. I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24-04-1977

	74
	EKO KUSWANDI
	Pengatur Muda
	Staf Bid. Bina Marga
	-
	S D
	1984
	S D
	Madiun

	 
	NIP. 19660818 199302 1 002
	II/a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18-08-1966

	75
	SUBIYANTORO
	Penata Muda Tk. I
	Kepala UPTD
	-
	Diklat PIM Tk. IV
	-
	
	
	

	 
	NIP. 19710112 199503 1 003
	III/b
	Stadion Wilis, GOR
	 
	Angkt. 419
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	& Wisma Haji
	 
	 
	 
	
	
	

	76
	SURATNO, SH
	Penata Muda Tk. I 
	Kasubag TU UPTD
	-
	
	
	
	

	 
	NIP. 19651015 199703 1 004
	III/b
	Stadion Wilis, GOR
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	& Wisma Haji
	 
	 
	
	
	
	

	77
	HARI PURWANTO
	Juru 
	Staf UPTD
	-
	S T
	1982
	S D
	Madiun

	 
	NIP. 19640421 200212 1 004
	I/c
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21-04-1964

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



















BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	SEKRETARIAT
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN
	
	
	SUB BAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE
	
	
	BIDANG CIPTA KARYA
	
	 
	
	
	BIDANG BINA MARGA
	
	
	BIDANG TATA KOTA
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	

	
	SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE
	 
	
	SEKSI VERIFIKASI DAN JASA KONSTRUKSI
	 
	 
	
	 
	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
	
	 
	SEKSI PENGAWASAN TATA RUANG
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	SEKSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGENDALIAN BANJIR
	 
	
	SEKSI GEDUNG DAN BANGUNAN
	 
	 
	
	 
	SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
	
	 
	SEKSI PENATAAN  RUANG
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	UPTD
	 
	
	
	
	
	
	
	
	




Sarana dan Prasarana
Sumber daya selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang merupakan instrument alat pendukung untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yg ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk kelancaran pelaksanaan tugas tugas adalah sebagai berikut : 
Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	No
	Nama Barang
	Jumlah
	Keterangan/ Kondisi

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
49.
50.
51.
52.
53.
	Filling Besi
Lemari
Meja
Kursi
Kursi Putar
Jam
Alat Pendingin
Kipas Angin
Alat RT lainnya
Garuda
Gambar Presiden/Wapres
Tiang Bendera
Telepon
Alat-alat besar
Mesin Ketik
Lemari Besi
Meja Kursi Tamu
AC. Split
Komputer
Printer
Televisi
Tape
Sound System
Mikropone
Dispenser
Alt. Pemadam Kebakaran
Truk
Camera Digital
Kursi Panjang
Kursi Besi
Meja Rapat Pejabat
Pompa
Papan Tulis
Mimbar
Mesin Cuci
Meja Komputer
Alat Kantor Lainnya
Brankas
Fingerprint
Laptop
GPS Geodetik
Total Station
Handie Talkie
Gedung Kantor
Kendraaan Roda 4
Kendaraan Roda 2
Eskavator
Baby Rooler
Flat Bed Truck
Alat Survey
Pompa Air
Walles
	19
27
116
650
12
8
12
26
231
2
4
4
15
9
8
3
3
33
42
32
8
1
17
8
1
13
1
6
2
7
6
1
6
1
2
2
14
1
1
6
1
1
18
7
9
34
1
1
1
5
20
3
	Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

	54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
	Filling Besi
Lemari
Meja
Kursi
Kursi Putar
Rak Kayu
Rak Besi
Alat RT lainnya
Jam
Kipas Angin
Mesin Ketik
Telepon
AC. Split
Komputer 
Unit/Jaringan
Printer
Televisi
Meja Komputer
	8
3
40
60
4
2
3
1
1
3
1
3
3
7
1
5
1
8
	Baik
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik
Baik 
Baik
 Baik
 Baik
 Baik
 Baik
 Baik
 Baik
Baik
 Baik 
Baik 
Baik 



Sarana penunjang pelaksanaan cukup memadai namun  dengan  bertambahnya satu bidang urusan maka masih perlu adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja  dan  meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Anggaran/Dana
Anggaran atau dana yang dimaksud disini adalah besar dana yang dianggarkan dalam APBD Kota Madiun untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dapat dilihat sebagai berikut :


	
Tabel.2.2.3.1

	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015-2019

	NO
	PENDAPATAN
	TAHUN 2015
	TAHUN 2016
	TAHUN 2017
	TAHUN 2018
	TAHUN 2019

	
	
	ALOKASI
	REALISASI
	%
	ALOKASI
	REALISASI
	%
	ALOKASI
	REALISASI
	%
	ALOKASI
	REALISASI
	%
	ALOKASI
	REALISASI
	%

	A
	Pendapatan
	2.061.000.000
	2.330.362.325
	
	2.142.000.000
	1.918.499.587
	89,57
	1.922.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Retribusi Jasa Usaha
	561.000.000
	807.048.325
	143,86
	642.000.000
	701.464.587
	109.26
	422.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
	140.000.000
	388.000.000
	277,14
	210.000.000
	461.730.000
	219,87
	135.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Sewa walles
	10.000.000
	10.500.000
	105.00
	10.000.000
	9.480.000
	94,80
	10.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Asrama Haji
	130.000.000
	377.500.000
	290,38
	200.000.000
	452.250.000
	226,13
	125.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
	421.000.000
	419.048.325
	99,54
	432.000.000
	239.734.587
	55,49
	287.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Gedung Olah Raga
	45.000.000
	62.550.000
	139,00
	55.000.000
	80.000.000
	145,45
	50.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Stadion Wilis + Parkir
	370.000.000
	346.468.325
	93,64
	370.000.000
	152.034.587
	41,09
	230.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Lapangan Olah Raga
	6.000.000
	10.030.000
	167,17
	7.000.000
	7.700.000
	110
	7.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Retribusi Perijinan Tertentu
	1.500.000.000
	1.523.314.000
	101,55
	1.500.000.000
	1.217.035.000
	81,14
	1.500.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
	1.500.000.000
	1.523.314.000
	101,55
	1.500.000.000
	1.217.035.000
	81,14
	1.500.000.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	BELANJA DAERAH
	107.876.370.000
	78.808.272.525
	73,05
	153.353.858.000
	132.568.264.096
	86,44
	162.673.658.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Belanja Tidak Langsung
	5.047.676.000
	4.787.734.779
	94,85
	6.092.299.000
	5.717.192.777
	93,84
	6.068.966.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Belanja Langsung
	102.828.694.000
	74.020.537.746
	71,98
	147.261.559.000
	126.851.071.319
	86,14
	156.604.692.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Belanja Pegawai
	1.435.704.000
	1.347.794.000
	93,88
	1.729.207.000
	1.462.980.500
	84,60              
	1.668.497.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Belanja Barang dan Jasa
	4.520.222.000
	4.178.185.446
	92,43
	5.674.167.000
	5.171.657.096
	91,14
	5.216.333.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Belanja Modal
	96.872.768.000
	68.494.558.300
	70,71
	139.858.185.000
	120.216.433.723
	85,96
	149.719.862.000
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	










 (
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KASI. PEMELHR. ALAT BERAT JALAN DAN JEMBATAN
)2.3	KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 
Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun berdasarkan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja Renstra pereode 2014-2019. 
 Sedangkan dasar peraturan SPM yang dipakai untuk mengukur capaian kinerja sasaran berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Keputusan Menteri Permukiman dan prasarana wilayah nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM bidang Perumahan dan Pemukiman, meskipun urusan Perumahan diawal tahun 2017 sudah mempunyai Dinas baru yaitu Dinas perumahan dan pemukiman tetapi untuk realisasi tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada uraian dibawah ini.
Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan tata ruang Kota Madiun merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka melayani kebutuhan dasar masyarakat terhadap urusan pekerjaan umum dan tata ruang dengan bidang-bidang meliputi :
· Bidang Jalan dan Jembatan
· Bidang Sumber Daya Air
· Bidang Cipta karya
· Bidang Tata Kota
· UPTD
Dalam melaksanakan urusan wajib tersebut telah dilakukan berbagai kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapnya, normalisasi, dan pemeliharaan saluran dalam rangka penanganan banjir dan genangan. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya melalui penyediaan infrastruktur kota agar biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari menjadi lebih efisien dan efektif. 
 Capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.3.2
      		Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kota Madiun

	No
	Jenis Pelayanan Dasar
	Standar Pelayanan Minimal
	Target SPM Tahun 2015
	Capaian SPM Tahun 2015
	Target SPM Tahun 2016
	Capaian SPM Tahun 2016

	
	
	Indikator
	Nilai s/d 2019
	
	
	
	

	1.
	Sumber daya air
	a. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari 
	100%
	100%
	286%
	100%
	289,45%

	
	
	b. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
	70%
	87%
	120%
	87%
	120%

	2.
	Jalan
	a. Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang
	93%
	100%
	89,15%
	100%
	92,41%

	
	
	b. Persentase terhubungnya pusat pusat kegiatan  dan pusat produksi di wilayah kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3.
	Penyediaan air minum
	a. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
	60%
	84%
	90,21%
	84%
	90,16%

	4.
	Penyediaan sanitasi
	a. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
	60%
	10%
	1,70%
	10%
	1,90%

	
	
	b. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
	50%
	70%
	96,69%
	70%
	96,70%

	5.
	Penataan bangunan dan lingkungan
	Persentase jumlah ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan
	60%
	100%
	60,10%
	100%
	60,77%

	6.
	Penanganan permukiman kumuh perkotaan
	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
	10%
	10%
	0%
	10%
	0%

	7.
	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi
	Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat kota pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)
	90%
	100%
	90%
	100%
	90%

	8.
	Ijin Usaha Jasa Konstruksi
	Persentase tersedianya layanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	9.
	Informasi Penataan Ruang
	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalaui Peta Analog dan Peta Digital
	100%
	50%
	100%
	50%
	100%

	10
	Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH Publik)
	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
	50%
	70%
	66,05%
	70%
	44,13%



Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Jenis pelayanan dasar ”Sumber Daya Air”.
Indikator SPM ” Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari”
	Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 289,45% hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan air baku ( m3/tahun ) dari instalasi pengolah air mencapai 9.066.337 dibanding jumlah kebutuhan air baku   ( m3/tahun ) berdasar target MDGs yang hanya sebesar 3.730.674. 
	Pada indikator tersebut terdapat pada Tupoksi PDAM Kota Madiun dimana Tugas pokok Perusahaan Air Minum adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum di wilayah Kota Madiun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum. Untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 Bidang Cipta Karya bahwa pada tahun 2019 bisa tercapai pelayanan akses air minum 100%, PDAM menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan di bidang air minum dengan sasaran dan target pada penambahan jumlah pelanggan (cakupan pelayanan) serta peningkatan pendapatan.
		Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Penambahan Kapasitas Produksi
Pada tahun 2016 PDAM melaksanakan pembangunan sumur dalam kapasitas 30 liter/detik di Jl. Cokrobasonto Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman
Penambahan kapasitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan khususnya peningkatan suplai air di wilayah sekitar pada saat jam puncak.
2. Investasi jaringan perpipaan untuk wilayah yang berpotensi
Sepanjang tahun 2016 PDAM telah melaksanakan investasi dan rehabilitasi jaringa perpipaan diameter 50mm, 75 mm, dan 100 mm. Program investasi bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi pelanggan baru di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan dan bagi wilayah yang memerlukan peningkatan kapasitas jaringan perpipaan sehingga kebutuhan air tercukupi secara kuantitas dan kontinuitas.
Adapun kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh PDAM adalah sebagai berikut :
1) Melayani Permintaan Pasang baru
2) Perbaikan jaringan perpipaan yang bocor
3) Rehabilitasi jaringan perpipaan
4) Kontrol kualitas air diperiksa secara periodik
	Jenis pelayanan dasar “Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya”
	Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 120% hal ini dikarenakan ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam melebihi kebutuhan air irigasi yang berdasarkan rencana tata tanam. 
2. Jenis pelayanan dasar ”Jalan”.
     Indikator SPM ”Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang”  Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 92,41% hal ini dikarenakan kondisi jalan yang baik, dimana kondisi kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui dengan cepat, aman dan nyaman.
	Indikator SPM “Persentase terhubungnya pusat pusat kegiatan  dan pusat produksi di wilayah kota”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 100% hal ini dikarenakan akses jalan yang menuju pusat kegiatan wilayah kota, wilayah kecamatan dan lingkungan sudah tersedia.
3. Jenis pelayanan dasar ”Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum”.
     Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 90.16% hal ini dikarenakan akses untuk mendapatkan air minum mudah dan hampir seluruh masyarakat sudah terlayani dengan baik.
4. Jenis pelayanan dasar ”Penyediaan sanitasi”
Indikator SPM ” Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai ”
Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 1.90% hal ini dikarenakan belum adanya Pembangunan IPLT. 
Indikator SPM ”Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun“
Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 96.55% hal ini dikarenakan hampir seluruh penduduk sudah terlayani sistem drainase dengan baik.
5. Jenis pelayanan dasar ” Penataan Bangunan dan Lingkungan ”
Indikator SPM ” Persentase jumlah ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan “
Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 60.77% hal ini dikarenakan jumlah IMB yang diterbitkan pada tahun 2016 sebesar 23.659 ribu dibandingkan jumlah bangunan gedung di Kota yang mencapai 38.935 ribu.
6. Jenis pelayanan dasar ” Penanganan permukiman kumuh perkotaan  ”
Indikator SPM ” Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan “
Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 0% hal ini dikarenakan di Kota Madiun tidak ada pemukiman kumuh.
7. Jenis pelayanan dasar ” Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi”
Indikator SPM ” Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat kota pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) “
Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 90% hal ini dikarenakan Kota Madiun hanya mempunyai 6 (enam) Jenis Informasi Pembina Jasa Konstruksi.
8. Jenis pelayanan dasar ”Ijin Usaha Jasa Konstruksi”
Indikator SPM ” Persentase tersedianya layanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap”
Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 100% hal ini dikarenakan Penerbitan IUJK yang diterbitkan paling lama hanya 3 hari setelah persyaratan lengkap.
9. Jenis pelayanan dasar ” Informasi Penataan Ruang”
Indikator SPM ” Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital”
Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 100% hal ini dikarenakan Jumlah Peta Analog/digital sudah tersedia seluruh kecamatan yang ada di Kota Madiun.
10. Jenis pelayanan dasar ” Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH Publik) “
Indikator SPM ” Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.


Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 44.13% hal ini dikarenakan pada Tahun 2016 terdapat Permendagri No.20 tahun 2016 tentang pencabutan Permendagri yang menyebutkan bahwa lahan pertanian bukan merupakan RTH Publik.
Sedangkan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait data keadaan jalan dan jembatan serta kegiatan yang telah dilakukan maka dapat dilihat beberapa data sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
            Perkembangan Jalan di Kota Madiun (km)

	Uraian
	2014
	2015
	2016

	Panjang Jalan Negara
	15.98
	15.98
	16.54

	Panjang Jalan Propinsi
	0.58
	0.58
	-

	Panjang Jalan Kota
	418.8
	419.14
	421.659

	Panjang Jalan Total
	435.36
	435.703
	438.199


Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan panjang jalan di Kota Madiun dalam 3 (tiga) tahun terakhir, perkembangan hanya terjadi pada jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota. Pada tahun 2016 total panjang jalan yang ada di Kota Madiun sepanjang 438.199 km dengan prosentasi kewenangan 3,78% dikelola oleh pemerintah pusat,dan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun sebesar 96,22%.
Dalam rangka menjaga Kondisi Jalan yang mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah Melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistem pemeliharaan rutin, dan untuk kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan.



Tabel 2.3.4
Jalan Di Kota Madiun (Data per Desember 2016)

          		Jalan Nasional di Kota Madiun
	NO
	TYPE PERKERASAN
	JALAN
	KET

	
	
	KONDISI
	PANJANG RUAS
	PANJANG TYPE
	

	
	
	
	 KONDISI JALAN (KM)
	JALAN TOTAL (KM)
	

	1
	ASPAL
	a.
	Baik
	3,86
	6,957
	 

	 
	 
	b.
	Sedang
	12,124
	9,583
	 

	 
	 
	c.
	Rusak Ringan
	-
	-
	 

	 
	 
	d.
	Rusak Berat
	-
	-
	 

	TOTAL
	 
	16,540
	 




Jalan Kota di Kota Madiun
	NO
	TYPE PERKERASAN
	JALAN
	KET

	
	
	KONDISI
	PANJANG RUAS
	PANJANG TYPE
	

	
	
	
	 KONDISI JALAN (KM)
	JALAN TOTAL (KM)
	

	1
	ASPAL
	a.
	Baik
	389,657
	421.659
	 

	 
	 
	b.
	Sedang
	25,852
	
	 

	 
	 
	c.
	Rusak Ringan
	5,000
	
	 

	 
	 
	d.
	Rusak Berat
	1,150 
	
	 

	TOTAL
	 
	421.659
	 



Kegiatan Pemeliharaan Jalan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahun karena adanya kondisi penyusutan atau penurunan kemantapan jalan. Jalan kondisi mantap akan menurun menjadi kondisi sedang akan dipelihara secara berkala, sedangkan jalan dengan kondisi sedang yang menurun menjadi rusak ringan akan dipelihara secara rutin. 





Grafik 2.3.5
Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Madiun Tahun 2012-2016


Sasaran lain yang telah ditetapkan dalam urusan pekerjaan umum adalah meningkatnya kualitas pelayanan drainase dan pengendalian banjir, sanitasi dan air bersih. Indikator kinerja sasaran tersebut adalah tingginya genangan yang terjadi. Dalam konteks ini yang dimaksud genangan adalah genangan air yang tingginya maksimal 30 cm dengan lama menggenang 2 jam, sedangan untuk genangan yang lebih dari definisi tersebut dapat diartikan banjir.
	Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kinerja sasaran tersebut terlihat mengalami kemajuan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 terdapat lama genangan di Kota Madiun selama 10 jam kemudian kondisi ini terus mengalami kondisi yang lebih baik hingga pada tahun 2015 lama genangan menjadi sekitar 2 jam. 
	Sedangkan untuk indikator frekuensi terjadinya banjir, secara normative target yang ditetapkan  dalam RPJMD tahun 2009 – 2014 untuk Kota Madiun bebas banjir sudah terpenuhi. Untuk terjadinya banjir yang disebabkan kualitas pelayanan drainase kota sudah tidak ada, yang ada hanya beberapa genangan yang lamanya maksimal 2 jam telah surut. Adapun terjadinya banjir di Kota Madiun disebabkan karena system daerah aliran sungai yang dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan daerah tangkapan air di luar wilayah Kota Madiun yang sebenarnya kewenangan Propinsi Jawa Timur. 
Adapun perkembangan kondisi saluran di Kota Madiun dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan, khususnya untuk saluran sekunder yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Madiun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :
Tabel 2.3.6
Perkembangan Saluran di Kota Madiun Tahun 2014-2016 (m)

	Tahun
	2014
	2015
	2016

	Saluran Sekunder 
	62.265
	64.002,3
	64.002,3

	Saluran Primer
	14.884
	14.884
	14.884

	Rehabilitasi Saluran Primer
	6.600
	6.600
	3.070,71

	Rehabilitasi Saluran Sekunder
	3.851
	4.633
	7.173,5

	Pembangunan Saluran Sekunder
	1.737
	-
	-

	Total Saluran Primer
	14.884
	14.884
	14.884

	Total Saluran Sekunder
	64.002,3
	64.002,3
	64.002,3



Saluran eksisting pada tahun 2015 yang digunakan untuk melayani drainase wilayah Kota Madiun adalah sepanjang 64.002,3 m. Dari total panjang tersebut, pada Tahun 2016 direhabilitasi sepanjang 7.173,5 saluran sekunder berupa perbaikan dan perubahan dimensi.
Diproyeksikan dengan laju pembangunan serta perbaikan infrastruktur serupa hingga 2016 maka genangan maksimum yang terjadi hanya 2 jam sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM.
Urusan Perumahan
Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesi nomor 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bahwa Penyelenggaraan Urusan perumahan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dari lingkup pelayanan tersebut akan diukur dalam beberapa bidang urusan yang meliputi : indikator tingkat penyediaan sarana  sanitasi, Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih, Prosentase penduduk berakses air minum, Prosentase penduduk terlayani air bersih, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan Pemukiman Kumuh, dan Rumah Layak Huni. Untuk perkembangannya sampai dengan tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.3.7
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran pada Penyelenggaraan
Urusan Perumahan di Kota Madiun Tahun 2015-2019

	No
	Sasaran
	Indikator Kinerja Sasaran
	Target
	Realisasi

	
	
	
	RPJMD s/d 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019

	

	Meningkatnya kualitas pelayanan sanitasi dan air bersih
 
 
	a. Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih
	Minimal 55-75 % penduduk terlayani air bersih
	99,21%
	98,37%
	-
	-
	-

	
	
	b. Rumah tangga bersanitasi
	80% dari jumlah penduduk
	98,80%
	98,00%
	-
	-
	-

	
	
	c.  Lingkungan Pemukiman kumuh
	0%

	0%

	0%
	-
	-
	-

	
	
	d. Rumah Layak Huni
	> 80% dari jumlah penduduk
	99,21%
	98,37%
	-
	-
	-


Sumber Data : Dinas PU Kota Madiun

	Berdasarkan tabel perkembangan tersebut diatas dapat diuraikan/dijelaskan   beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :
1. Rumah tangga pengguna air bersih
Pada tahun 2016 jumlah ruta pengguna air bersih 41.321 kk sedangkan jumlah rumah tangga 42.006 kk sehingga terealisasi 98,37 %.



2. Persentase rumah tinggal bersanitasi
Pada tahun 2016 jumlah rumah tangga bersanitasi terealisasi 41.152 kk sedangkan jumlah rumah tangga seluruhnya 42.006 kk sehingga terealisasi 98%.
3. Rasio rumah layak huni
Indikator tersebut diwujudkan dengan jumlah rumah layak huni pada tahun 2016 yaitu 41.321 kk sedangkan jumlah seluruh rumah tangga 42.006 sehingga terealisasi 98,37 %.
4. Lingkungan permukiman kumuh
Untuk indikator kinerja lingkungan pemukiman kumuh di Kota Madiun sudah tidak ada.
Untuk pengukuran indikator kinerja Urusan Perumahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No. 22/Permen/M/2008.
Tabel 2.3.8
Pencapaian SPM Urusan Perumahan di Kota Madiun
Tahun  2015-2016

	No
	Jenis Pelayanan Dasar 
	Standar Pelayanan Minimal
	
Target Tahun 2015
	
Capaian Tahun 2015
	
Target Tahun 2016
	
Capaian Tahun 2016

	
	
	Indikator
	Nilai s/d 2019
	
	
	
	

	1
	Rumah Layak Huni dan Terjangkau 

	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

	99.01%
	>90%
	99.21%
	70%
	99.01%

	2
	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum 

	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%





1. Jenis pelayanan dasar ”Rumah Layak Huni dan terjangkau”
    Indikator SPM ” Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni “
    Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 99,01% target yang ditetapkan sebesar >90%.
2. Jenis pelayanan dasar “Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum“
Indikator SPM “Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU”.
     Pada tahun 2016 capaian SPM terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Urusan Tata Ruang
Penyelenggaraan urusan Tata Ruang di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berbasis eco city maka sasaran yang akan dicapai pada penyelenggaraan urusan tata ruang adalah meningkatnya kualitas penataan ruang dan lingkungan hidup.
Urusan Tata Ruang di Kota Madiun dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madiun.
Untuk mengukur capaian kinerja sasaran urusan tata ruang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.3.9
Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran pada Penyelenggaraan 
Urusan Tata Ruang di Kota Madiun Tahun 2015-2016

	No
	Sasaran
	Indikator Kinerja Sasaran
	Target
	Realisasi

	
	
	
	RPJMD s/d 2014
	Tahun
2015
	Tahun 2016
	Tahun
2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019

	1
	Meningkatnya kualitas penataan Ruang dan Lingkungan hidup
	a. Terpasangnya dokumen/ informasi/ peta/ Rencana tata ruang wilayah di tempat-tempat umum yang mudah diakses
	7 titik
	7 titik
	7 titik
	
	
	

	
	
	b. Terkendalinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW
	100%
	100%
	100%
	
	
	

	
	
	c. Ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% luas wilayah
	>30%
	15,08
	18
	
	
	

	
	
	d. Ruang publik yang berubah peruntukannya
	0%
	0%
	0%
	
	
	


Sumber Data : Bappeda Kota Madiun


Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
· Terpasangnya dokumen/informasi/peta/Rencana tata ruang wilayah di tempat-tempat umum yang mudah di akses yang ditargetkan sebanyak 7 titik sampai dengan akhir tahun perencanaan tahun 2014. Sampai dengan tahun 2016 dengan telah terpasangnya 7 peta rencana tata ruang wilayah di 7 lokasi strategis di Kota Madiun, yaitu di lokasi :
· Alun-alun Madiun (2 titik), tepatnya disisi sebelah kanan dan kiri;
· Kecamatan Manguharjo, tepatnya pada halaman gedung;
· Kecamatan Taman, tepatnya pada halaman gedung;
· Kecamatan Kartoharjo, tepatnya pada halaman gedung;
· Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, tepatnya pada halaman gedung;
· Gedung Graha Krida Praja, tepatnya di dekat pintu masuk lantai I
· Terkendalinya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, direpresentasikan dengan persentase penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditargetkan maksimal 20% sampai dengan akhir tahun perencanaan 2014. Sampai dengan 2016 belum ada penyimpangan pemanfaatan ruang atau 0% serta tidak ada ruang publik yang berubah peruntukannya (0%), sehingga pemanfaatan ruang masih terkendali dan sesuai dengan RTRW. 

· Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% luas wilayah
Ruang Terbuka Hijau terdiri dari halaman sekolah, lapangan olah raga, taman kota, makam, hutan kota, sempadan kali, sempadan rel, taman rekreasi, taman lingkungan, taman perkantoran, serta halaman rumah. 
Luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun sampai dengan tahun 2016 baru mencapai lebih kurang 501,20 hektar atau sekitar 15 % dari luas wilayah Kota Madiun yang mencapai 3.323 hektar. Sedangkan target RPJMD sampai dengan tahun  2014 telah ditetapkan luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar lebih dari 30% luasan kota.
Yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perda Kota Madiun  Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030 dalam menentukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dimana sawah perkotaan tidak termasuk jenis RTH sehingga target yang direncanakan 30% dapat tercapai sampai dengan tahun 2030 sesuai yang termuat dalam RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030.
Penentuan target 30% pada RPJMD 2009-2014 dikarenakan regulasi yang digunakan dalam penentuan RTH saat itu adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dimana lahan pertanian perkotaan adalah salah satu jenis RTH sehingga Kota Madiun memiliki RTH lebih dari 30% dari luas kota. 
· Ruang Publik yang berubah peruntukannya,
Dengan berkembangnya perumahan dan pemukiman serta perkembangan dunia usaha di Kota Madiun dikaitkan dengan perijinan pemanfaatan ruang untuk Kota Madiun disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku yaitu Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030, sehingga dalam pemanfaatan ruang sesuai peruntukan ruang yang tertuang dalam perda tersebut diatas termasuk dalam hal ini tidak merubah ruang publik yang ada. 

2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Tantangan dan Peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :
2.4.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :
1. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi pelayanan jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kota;
2. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan;
3. Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat;
4. Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman ;
5. Menyediakan jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana;
6.  Menyediakan akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari;
7.  Menyediakan system air limbah setempat yang memadai;
8.  Menyediakan system air limbah skala komunitas/kawasan/kota;
9.  Menyediakan system jaringan drainase skala kawasan dan skala  kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama maks 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun ;
10. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kota Madiun sesuai dengan standar operasional prosedur ;
11. Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di Kota Madiun ;
12. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap;
13. Tersedianya SIPJAKI setiap tahun ;
14. Meningkatkan pemahaman penyedia dan pengguna jasa konstruksi serta masyarakat terhadap regulasi jasa konstruksi yang dinamis ;
15. Adanya dinamika kapasitas pengguna dan penyedia jasa konstruksi akibat perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan pasar dan kepentingan organisasi;
16. Belum adanya dokumen perencanaan teknis sebagai pedoman pemberian perijinan pemanfaatan ruang yang melibatkan masyarakat pada seluruh kawasan prioritas;
17. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota;
18. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang, IMB dan pengawasan bangunan.

ANALISIS  SWOT
1.  Penentuan Faktor Kunci Sukses/Keberhasilan.
a. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal
Dalam mencapai sasaran yang diinginkan perlu memperhatikan faktor pendorong dan penghambat yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni kekuatan sebagai faktor pendorong (strengths) dan kategori  kelemahan (weaknesses) sebagai faktor penghambat. Sedangkan faktor eksternal juga diklasifikasikan ke dalam dua kategori yakni peluang (opportunities) sebagai faktor pendorong dan kategori ancaman (threats) sebagai faktor penghambat. Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan tugas  adalah:
b. Kekuatan
Faktor kekuatan yang ikut mendorong tercapainya sasaran adalah :
1) Adanya SDM yang cukup;
2) Adanya team work yang solid;
3) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung. 

c. Kelemahan
Faktor kelemahan yang ikut menghambat tercapainya sasaran adalah :
1) Kurangnya tenaga teknis bidang infrastruktur;
2) Kurangnya sarana penunjang pelaksanaan tugas;
3) Kurang optimalnya kinerja SDM Dinas PU dan Tata Ruang
d. Peluang
Peluang adalah suatu kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh hasil melebihi dari yang diharapkan. Peluang yang ikut mendorong tercapainya sasaran adalah :
1) Adanya keinginan masyarakat agar prasarana perkotaan representatif;
2) Adanya program software prasarana perkotaan;
3) Adanya konsultan perencana, pengawas dan kontraktor.

e. Ancaman 
Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diharapkan. Ancaman yang ikut menghambat tercapainya sasaran adalah:
1) Banyaknya masyarakat yang kurang merasa ikut memiliki prasarana perkotaan seperti membuang sampah di sembarang tempat;
2) Banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di atas drainase;
3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
2. Penilaian Tingkat Urgensi Faktor Internal dan Eksternal.
Penilaian tingkat urgensi faktor internal dan eksternal  untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor atau tingkat kepentingan tiap satu faktor di bandingkan dengan faktor-faktor lain, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
3. Penentuan Faktor Kunci Sukses/ Keberhasilan.
Faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar dari antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor kunci sukses disebut juga sebagai kekuatan kunci atau strategis. Berdasarkan hasil evaluasi yang dipilih dari SWOT, maka faktor kunci sukses/ keberhasilan adalah:
a. Kekuatan (strengths):  
b. Kelemahan (weaknesses): 
c. Peluang (opportunies): 
d. Ancaman (threats):
4. Peta Kekuatan Organisasi.
Dengan membandingkan total nilai bobot (TNB) kekuatan 4,224; kelemahan 3,491 dan peluang 2,824 serta ancaman 3,442, maka kekuatan organisasi berada pada  kuadran II seperti pada gambar berikut :


Gambar Posisi Kekuatan Organisasi

 (
S= 4,224
)
 (
II
) (
I
)
 (
0,733
)

 (
T= 3,442
) (
O= 2,824
)
 (
   0.618
)

 (
 IV
) (
III
).
              

 (
W= 3,491
)


Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan  eksternal yang menjadi faktor kunci sukses seperti tabel berikut ini :





Tabel Formulasi Strategi SWOT
	 (
Faktor 
Internal
)


 (
Faktor 
Eksternal
)

	
Strenghts (kekuatan)
1. Adanya SDM yang cukup;
2. Adanya team work yang solid;
3. Adanya peraturan perundang
    Undang yang mendukung.
	
Weaknesses (kelemahan)
1. Kurangnya tenaga teknis
2. Kurangnya sarana penunjang pelaksanaan tugas
3. Kurang optimalnya kinerja SDM 

	
Opportunities
1. Adanya keinginan masyarakat agar prasarana perkotaan representatif
2. Adanya program software prasarana perkotaan
3. Adanya konsultan perencana
	
Strategi  S-O
Mengoptimalkan SDM yang solid untuk meraih keinginan masyarakat akan prasarana perkotaan yang representatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	
Strategi W-O
Tingkatkan  kinerja SDM pada DPU untuk meraih keinginan masyarakat akan prasarana perkotaan yang representatif


	
Threats
1. banyaknya masyarakat yang kurang merasa ikut memiliki prasarana perkotaan
2. Mendirikan bangunan di atas drainase
3. kurangnya kesadaran dalam memenuhi rambu-rambu lalu lintas 
	
Strategi S -T
Tegakkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah perilaku masyarakat yang negatif.
	
Strategi W – T
Tingkatkan tenaga teknis dan sarana penunjang untuk menertibkan perilaku masyarakat yang negatif.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI



3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI   PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2014-2019, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan lanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi  peluang  yang  tidak  dimanfaatkan,  dan  ancaman  yang  tidak  diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan  permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan,  yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut 
1. Urusan Pekerjaan Umum dan  Tata Ruang.
         Permasalahan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :
1. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan dampak kepada Pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun, sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2008. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun. Dengan adanya perubahan tersebut diatas, ada program dan kegiatan yang semula ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sekarang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Program Lingkungan Sehat Perumahan terdiri dari :
1. 1. Kegiatan Pembangunan Rusunawa
2. 2. Kegiatan Operasional Pelaksanaan Rehab RTLH   
3. 3. Kegiatan Sanitasi Lingkungan.
Dengan adanya perubahan Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang maka semula mempunyai sekretariat, 3 (tiga) bidang, 12 (dua belas) seksi/subag sekarang  menjadi sekretariat, 4 (empat) bidang dan 13 (tiga belas) seksi/subag.


2. Kurangnya kawasan pejalan kaki/pedestrian sebagai penunjang aktifitas masyarakat; 
3. Belum optimalnya fungsi jembatan secara optimal;
4. Belum terintegrasinya infrastruktur jembatan yang menghubungkan Kota Madiun dengan daerah sekitar; 
5. Belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Madiun; 
6. Belum optimalnya sarana prasaranan bidang Pekerjaan Umum;
7.  Belum optimalnya sistem drainase kota; 
8. Tingkat sedimentasi yang tinggi saluran drainase kota; 
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir;
10. Belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang;
11. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang; 
12. Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai amanat Undang-undang Nomor 
 26 Tahun 2007 
13. Belum optimalnya pelaksanaan konsolidasi tanah; 
14. Belum adanya regulasi pada kawasan cepat tumbuh;
15. Belum dilaksanakannya sosialisasi peruntukan tata ruang.
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	Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

	
	

	Aspek Kajian
	Capaian/Kondisi Saat ini
	Standar yang Digunakan
	Faktor yang Mempengaruhi
	Permasalahan Pelayanan PD

	
	
	
	Internal
	Eksternal
	

	
	
	
	(Kewenangan Perangkat Daerah)
	(Diluar Kewenangan PD)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang
	Baik = 92.41% ; Sedang = 6.13% ; Rusak = 1.45%
	Data Jalan di Kota Madiun Th. 2014 ; UU No.38 tahun 2004 ttg Jalan ; PP No.34 Tahun 2006 ttg Jalan ; Permen PU No.11/PRT/M2010 ttg Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan
	Melakukan pembenahan jalan kota yang meliputi : Perencanaan, Pengawasan, dan pemeliharaan bidang Jalan
	Peran serta masyarakat
	Jumlah Tenaga yang terbatas

	
	
	Peta Jaringan Jalan di Kota Madiun ; Data Demografi dari BPS
	
	
	

	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota
	100%
	SPM
	Melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Proses pembebasan lahan yang diperuntukkan untuk menambah akses atau pembuatan jalan baru
	Jumlah Tenaga yang terbatas

	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
	96.70%
	SPM
	Prioritas Normalisasi Saluran Kota Madiun
	Pemeliharaan Saluran Propinsi
	Kurangya Tenaga Teknis

	
	
	
	
	
	

	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan
	60.77% 
	SPM
	 Prioritas Pendataan IMB
	 Pemprosesan dan  Penerbitan IMB oleh KPPT
	-

	Persentase tersedianya 7 (tujuh) jenis informasi tingkat kabupaten/kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi (SIPJAKI)
	90%
	SPM
	Prioritas Informasi BUJK
	Sistem Informasi Jasa Konstruksi dari Pusat
	-

	Persentase tersedianya layanan ijin usaha jasa kontruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap
	100%
	SPM
	Prioritas Pemberkasan IUJK
	Sertifikasi dari LPJK Propinsi
	-

	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
	44.13%
	SPM
	 Prioritas Pemb. Perumahan yg didukung PSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	
	-

	
	
	
	
	
	



Permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :
1. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis 
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :
1. Meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur khususnya tenaga teknis;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya fasilitas umum;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
Isu-isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis ( Lingkungan Eksternal )

	No.
	Dinamika Nasional
	Dinamika Regional / Lokal
	Lain-lain

	1.
	Jumlah penduduk bersanitasi belum mencapai target
	Kota Madiun masih belum mempunyai IPAL sehingga tingkat ketidakberhasilan mencapai 99,89 %
	Segera dibangun IPAL/IPLT










3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Menelaah  visi,  misi,  dan  program  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
1.  Visi
Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.
Visi Pemerintah Daerah Kota Madiun merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD Kota Madiun.
Visi Kepala Daerah Terpilih “Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera“.


2.  Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui Empat Misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. 	Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat 
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
		3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
4.	Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat
Dari Empat Misi tersebut di atas, maka misi ke-3 (tiga) adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, ”Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik”. Misi ke tiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. 

Tabel 3.2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
	Misi
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran

	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
	Mewujudkan peningkatan publik dalam kondisi mantap
	Mewujudkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum
	Kondisi jalan baik

	
	
	Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan
	Presentase peningkatan pemanfaatan ruang kawasan sesuai peruntukannya










Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, berperan agar infrastruktur di Kota Madiun dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui:
1. Perwujudan  pembangunan  infrastruktur  pekerjaan  umum  dan tata ruang yang mendukung Visi Kota Madiun.
2. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2009-2029.

Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kota Madiun Tahun 2014-2019
Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih
	                         Permasalahan Pelayanan Dinas PU dan Tata Ruang
	Faktor

	
	
	Penghambat
	Pendorong

	1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi  masyarakat
	-
	-
	-

	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,  bersih dan berwibawa
	-
	-
	-

	3.Meningkatkan kuantiítas dan kualitas pelayanan publik
	Permasalahan Pembangunan bidang urusan pekerjaan umum, berupa : 
1.Kurangnya kawasan pejalan kaki/pedestrian sebagai penunjang aktifitas masyarakat; 
2.Belum Optimalnya fungsi jembatan secara optimal
3.Belum terintegrasinya infrastruktur jembatan yang menghubungkan Kota Madiun dengan daerah sekitar 
4.Belum optimalnya kondisi jalan nasional dan jalan provinsi di Kota Madiun 
5.Belum optimalnya sarana prasarna bidang Pekerjaan umum 
6.Belum optimalnya sistem drainase
7.Tingkat sedimentasi yang tinggi saluran drainase kota 
8.Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian banjir 

	1. Kurangnya Tenaga Teknis di bidang Infrastruktur
2. Kurangnya Sarana Penunjang pelaksanaan Tugas
3. Kurang Optimalnya kinerja SDM Dinas PU
	1. Adanya keinginan masyarakat agar prasarana perkotaan representatif
2. Adanya program software prasarana perkotaan
3. Adanya konsultan perencana, pengawas dan kontraktor

	4.Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan  masyarakat
	-
	-
	-


                                                                                                                                                                                                                                  
Berdasarkan tabel diatas, maka visi Kepala Daerah Kota Madiun terutama misi ke-3 yaitu “Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun yang mempunyai tugas : “Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksaanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang,  sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :
a) penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang ;
c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan penataan ruang ;
d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

3.3. TELAAHAN    RENSTRA    KEMENTERIAN    DAN    RENSTRA PEMERINTAH DAERAH
  Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah  diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
  Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 Kementerian  yaitu  :  Kementerian   Pekerjaan Umum dan perumahan serta Kementerian ATR/BPN. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kedua Kementerian tersebut kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten/kota pada tahun yang sama, adapun telaahanya adalah sebagai berikut :
3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan  Perumahan Rakyat
Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014.
3.3.1.1. Kondisi Urusan Pekerjaan Umum 
Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang mempengaruhi kondisi Kota Madiun diantaranya adalah :
a. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
b. Untuk  penanganan  bangunan   gedung  dan   lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di Kota Madiun.
c. Dalam   pelaksanaan   pemanfaatan   Rencana   Tata   Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR, akibat masih lemahnya pengendalian dan penegakan hukum di bidang penataan ruang.
d. Implementasi  kebijakan  pembinaan  jasa  konstruksi  selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola kepemerintahan yang baik), konteks messo (usaha dan pengusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

3.3.1.2. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pembangunan infrastrukur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang :
“Tersedianya  Infrastruktur  Pekerjaan  Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”.
Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi  kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

3.3.1.3. Misi Kementerian Pekerjaan Umum
Misi untuk mencapai Visi kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 – 2014, yaitu:
1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan   pengelolaan   SDA   secara   efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.
3. Meningkatkan    aksesibilitas    dan    mobilitas    wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan : IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.
7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel  dan  kompeten,  terintegrasi  serta  inovatif  dengan  menerapkan prinsip-prinsip good governance.
8. Meminimalkan    penyimpangan    dan    praktik-praktik    KKN dilingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional
3.3.1.4. Tujuan
Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode 2010-2014 adalah :
1.	Meningkatkan  kualitas  perencanaan  pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
2.	Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi nasional,  ketahanan pangan dan daya saing.
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.	Meningkatkan pembangunan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
5.	Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.
3.3.1.5. Sasaran
Sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut :
1.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta  penerbitan  Peraturan  Presiden  tentang  RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN.
2.	Meningkatnya ketersediaan air baku  yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa.
3.	Meningkatnya  kualitas  pengendalian  banjir  secara  terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4.	Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
5.	Meningkatnya  taraf  hidup  masyarakat  dan  kualitas  lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.
6.	Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan  stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik  oleh  pelaku  konstruksi  nasional  serta  pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.
3.3.2.4. Tujuan
1.	Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
2.	Meningkatkan  akses  masyarakat  berpenghasilan  menengah-bawah terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
3.	Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur.
4.	Pemenuhan  kebutuhan  hunian  yang  layak  dan  terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh.
6.	Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan.
7.	Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
8.	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan permukiman
9.	Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemabngunan perumahan dan permukiman
10. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di Bidang Perumahan dan permukiman
3.3.2.5. Sasaran Strategis
Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.
3.4.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
			Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, capaian kinerja selama kurun waktu 2014-2019 serta proyeksi selama lima tahun mendatang, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun sebagai berikut :
3.4.1  Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

19. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi pelayanan jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kota;
20. Mempertahankan dan meningkatkan fungsi jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan;
21. Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat;
22. Mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman;
23. Menyediakan jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana;
24. Menyediakan akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang /hari;
25. Menyediakan system air limbah setempat yang memadai;
26. Menyediakan system air limbah skala komunitas/kawasan/kota;
27. Menyediakan system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama maks 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun;
28. Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kota Madiun sesuai dengan standar operasional prosedur;
29. Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di Kota Madiun;
30. Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap;
31. Tersedianya SIPJAKI setiap tahun;
32. Kurangnya pemahaman penyedia dan pengguna jasa konstruksi serta masyarakat terhadap regulasi jasa konstruksi yang dinamis;
33. Adanya dinamika kapasitas pengguna dan penyedia jasa konstruksi akibat perkembangan teknologi, perkembangan kebutuhan pasar dan kepentingan organisasi;
34. Belum  sepenuhnya  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  menjadi acuan dalam penyusunan   program-program  pembangunan dan panduan bagi  masyarakat  untuk  memanfaatkan  ruang  yang  sesuai  rencana  tata ruang;
35. Belum  optimalnya  ketaatan  masyarakat  terhadap  rencana  tata  ruang, khususnya   yang   terkait   dengan   alih   fungsi   lahan   produktif   untuk kepentingan  lain;
36. Belum adanya dokumen perencanaan teknis sebagai pedoman pemberian perijinan pemanfaatan ruang yang melibatkan masyarakat pada seluruh kawasan prioritas;
37. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
38. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota;
39. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang, IMB dan pengawasan bangunan.



BAB  IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


4.1.	VISI DAN MISI SKPD

A. Visi
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi atau organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi atau organisasi. Visi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan rumusan umum  mengenai  keadaan  yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dari visi akan dirumuskan pedoman dan arahan yang jelas ke mana suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi harus dapat diukur untuk dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. Visi Pemerintahan Kota Madiun untuk lima tahun ke depan (2014 – 2019) berdasarkan pada Visi Walikota terpilih : “Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera”. Substansi yang terkandung dalam visi tersebut hakekatnya adalah mengarah pada proses untuk terus menerus berkarya yang dilandasi falsafah bahwa hari esok lebih baik dari hari ini dan tercukupinya kebutuhan lahir batin. Dalam gradasi tertentu visi tersebut menunjuk pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2008-2025. Dalam dokumen ini dijabarkan pengertian atau makna dari maju dan sejahtera. Pengertian Maju secara sederhana antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD. Beberapa indikator yang membantu menunjukkan tingkat kemajuan antara lain indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator yang berkaitan dengan penerapan good governance. Indikator ekonomi pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh tingkat pertumbuhan ekonomi diikuti oleh distribusi pendapatan yang proporsional dan adil. Indikator pendidikan pada dasarnya merujuk pada tingkat pendidikan dan kualitas SDM dan keunggulan kompetensi maupun komperatifnya. Indikator kesehatan merujuk pada kualitas kesehatan dan hasil akhirnya berupa usia harapan hidup yang meningkat. Indikator penerapan Good Governance merujuk pada dua sisi. Pertama adalah sejauh mana pelayanan publik didasarkan pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) dari seluruh unit kerja penyelenggaraan pemerintahan dan kedua adalah sejauh mana partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas good governance. Dari aspek fisik dan lingkungan, kemajuan suatu kota tercermin pula dari tampilan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, asri, sehat dan bersih, yang bebas dari pencemaran lingkungan. Cerminan lain adalah keseimbangan dan keserasian antara kreatifitas fisik hasil pembangunan dengan lingkungan alam, dan perilaku (behaviour) masyarakat kota. Selain itu kemajuan kota dapat dilihat dari terwujudnya integritas aspek-aspek fisik-ekologis, sosial-ekonomi dan estetika dalam pembangunan dan penataan ruang, transportasi, dan yang proporsional. Pengertian Sejahtera berhubungan dengan kemajuan kota di segala aspek kehidupan yang harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Aspek kesejahteraan disini mencakup juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat.
Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan mengacu pada visi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019.
B. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas Visi tersebut, dirumuskan misi Walikota Madiun selama masa jabatan 2014-2019 sebagai berikut :
1.	Mewujudkan  pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat  
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
3.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
4.	Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

Visi, Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan hasil refleksi dan proyeksi menganai arah yang hendak dituju oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan perilaku masyarakat. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penterjemahan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun yang tercantum dalam RPJMD dalam mencapai cita-cita yang hendak dicapai yakni menuju masyarakat yang maju dan sejahtera sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Perjalanan visi ini dapat dipantau pelaksanaannya melalui implementasi rencana stategik yang tercermin pada rencana  tindak yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun adalah 

“TERWUJUDNYA KUALITAS JARINGAN INFRASTRUKTUR YANG MANTAP UNTUK MENDUKUNG KOTA MADIUN LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Adapun Penjelasan visi :
a. Sistim jaringan infrastruktur adalah tersedianya sistem jaringan yang meliputi jalan, jembatan, bangunan gedung, saluran drainase/gorong-gorong, sanitasi dan penataan ruang.
b. Mantap adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan dalam kota yang mudah, aman, dan nyaman serta permukiman kota yang manusiawi yang memenuhi syarat-syarat kebutuhan dasar manusia di Kota Madiun.
c. Lebih Maju adalah Kota Madiun senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan diri sebagai daerah yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
d. Lebih Sejahtera adalah kondisi dimana seluruh kehidupan masyarakat berdimensikan nilai sosial, budaya, ekonomi, politik yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat terpenuhinya segala kebutuhan dasarnya. Sehingga diharapkan akan memiliki kemampuan individu yang terampil dalam rangka mendorong terwujudnya daya saing daerah, dan kemandirian secara sosial ekonomi. Dengan pemahaman makna tersebut, maka inti dari kesejahteraan adalah kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.
2. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dalam rangka mewujudkan visi maka ditetapkan misi yang harus diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2014-2019. 
Misi yang mengacu tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun adalah : Mewujudkan Kualitas Jaringan Infrastruktur Kota Yang Mantap.

4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Tujuan dan sasaran adalah pernyataan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Dapat dikatakan bahwa tujuan merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (jangka menengah), sedangkan sasaran merupakan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun (jangka pendek). Penetapan tujuan dan sasaran berfungsi sebagai arah dari kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan regulasi sumberdaya yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam penetapan strategi berupa program dan  kegiatan.   
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :
	Tujuan :   Memantapkan Kualitas Infrastruktur Kota Madiun 
Sasaran  :
1. Meningkatnya kualitas gedung dan bangunan
2. Tersedianya aksesbilitas kota yang merata
3. Meningkatnya kawasan permukiman yang sehat
4. Meningkatnya kondisi drainase perkotaan
5. Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR



4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun
Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau  pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.




Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam  pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017-2019.
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana tabel 4.3.
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RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF


Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Madiun 2014-2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel 5.1 sebagaimana terlampir.


BAB VI
INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH (PD)
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



 6.1. INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH (PD) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum, dan penataan ruang.
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal). Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan  rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019.
Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan  kinerja.  Berbagai peraturan perundang-undangan  sudah  mewajibkan  instansi  pemerintah  untuk  menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.
Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun  sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2014-2019 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.
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Tabel 6.1
Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


	No
	INDIKATOR SASARAN RENSTRA
	INDIKATOR SASARAN RPJMD
	REALISASI
	Kondisi saat ini
	Target/Tahun

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas PU Kota Madiun
	 
	CC
	B
	B
	B
	B
	B

	2
	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik
	 
	-
	-
	-
	100
	100
	100

	3
	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang
	Rasio panjang jalan kota dalam kondisi baik
	88
	89,2
	89
	92.50
	92.75
	93

	4
	Persentase pelayanan instalasi air limbah domestik
	
	0
	1,70
	20
	22
	24
	25

	5
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat
	 
	0
	84,3
	68
	89.50
	89.75
	90

	6
	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7
	Rasio RTH terhadap total luas wilayah
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah
	12,6
	15,1
	16
	17
	18
	19
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BAB  VII
PENUTUP


	Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2014-2019 ini disusun dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2017-2019 serta berusaha mengikuti dinamika regional dan nasional.
Dengan adanya Rencana Strategis Perubahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta sinkronisasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2014-2019 secara konsisten, terpadu, terarah, efektif, efisien dan ekonomis. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai pedoman evaluasi dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih akurat dan akuntabel.
Harapan kami semoga Review Rencana Strategis Perubahan ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya cita-cita sebagaimana tersurat dalam visi misi dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun khususnya, serta mendukung terwujudnya visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019, yaitu terwujudnya masyarakat Kota Madiun yang lebih maju dan sejahtera.
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